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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses  Ratifikasi 

perjanjian Internasional dan bagaimana praktik 

Ratifikasi Kovenan HAM Internasional di 

Indonesia.  Dengan menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Proses 

Ratifikasi Perjanjian Internasional harus melalui 

tahap persetujuan oleh para utusan yang 

berwenang, persetujuan melalui 

penandatanganan terhadap teks traktat, 

persetujuan melalui pertukaran dokumen 

diantara Negara-negara untuk diikat, sampai ke 

persetujuan melalui ratifikasi, adapun 

persetujuan dengan aksesi bila traktat 

menetapkan demikian, syarat pembatas pada 

traktat, selanjutnya barulah pemberlakuan 

suatu traktat, dan diterapkan traktat tersebut. 

2. Ratifikasi perjanjian internasional di 

Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang- 

Undang Dasar 1945, Surat Persiden RI Nomor : 

2826/HK/1960 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional, yakni 

pengesahan/ratifikasi dalam bentuk undang-

undang dan keputusan presiden. Mekanisme 

ratifikasi perjanjian internasional tersebut tidak 

tertera secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 

Bahwa praktik mengenai ratifikasi negara 

kitapun agak tidak menentu dan lambat. 

Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada 

jumlah undang- undang ratifikasi yang 

dihasilkan oleh pemerintah dan DPR setiap 

tahunnya yang paling banyak hanya mencapai 7 

(tujuh) ratifikasi saja. Masih banyak pula 

perjanjian internasional di berbagai bidang 

yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Dalam 

memajukan, melindungi dan memantau 

pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia 

berdasarkan International Bills of Human Rights 

Indonesia meratifikasi 2 (dua) kovenan HAM 

internasional yaitu : Kovenan Internasional 
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tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights) yang diratifikasi menjadi 

Undang-undang Nomor.11 Tahun 2005, 

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil 

dan Politik (International Covenant on Civil and 

Political Rights) 1966 yang diratifikasi Indonesia 

dan menjadi Undang-undang Nomor. 12 Tahun 

2005. 

Kata kunci: Praktik Ratifikasi, perjanjian 

Internasional, Hak asasi manusia 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian 

internasional bukan satu-satunya tolakukur 

bagi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang sebaik-baiknya. Implementasi 

perlindungan Hak Asasi Manusia dapat saja 

terjadi tanpa ratifikasi, dengan catatan bahwa 

kualitas perangkat hukum nasional sudah 

mampu menjamin pelaksanaan perlindungan 

ini. Namun, apabila ternyata bahwa hukum 

nasional masih belum memenuhi kualitas 

jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, atau 

masih berjarak dengan standar perlindungan 

Hak Asasi Manusia menurut hukum 

internasional atau asas-asas yang diakui oleh 

masyarakat internasional, maka ratifikasi 

merupakan salah satu sarana untuk menutup 

atau menjembatani kelemahan 

peraturan/perangkat hukum di tingkat 

nasional.3 

Proses ratifikasi itu sendiri harus 

dilaksanakan secara hati-hati, bertahap dan 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan bangsa 

Indonesia serta selaras dengan perkembangan 

masyarkat Indonesia. Seperti yang tercantum 

pada tertimbangan-pertimbangan dibuatnya 

Undang-undang Nomor.24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional dalam rangka 

mencapai tujuan negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

                                                           
3
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berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik 

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat 

internasional, melakukan hubungan dan kerja 

sama internasional yang diwujudkan dalam 

perjanjian internasional. Hal ini diperlukan 

karena untuk implementasinya kemungkinan 

diperlukan berbagai kesiapan dan penyesuaian 

dengan kondisi, baik menyangkut perangkat 

materi hukumnya, kelembagaan, aparatur 

pelaksanaanya maupun sarana prasarananya di 

tingkat nasional. Oleh karena itulah, maka 

diperlukan adanya skala prioritas ratifikasi 

terhadap instrumen-instrumen internasional di 

bidang Hak Asasi Manusia yang saat ini belum 

diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia.4 

Desakkan dunia internasional tentunya akan 

lebih mempercepat dilakukannya upaya 

ratifikasi terhadap konvensi-konvensi atau 

instrumen-instrumen internasional di bidang 

HAM oleh Indonesia, hal ini ditambah lagi 

dengan situasi dan kondisi yang terjadi di 

Indonesia khususnya paska pemerintahan Orde 

Baru yang cukup represif dan setelah selesainya 

proses jajak pendapat yang dilakukan di Timor 

Timur. Pemerintah kita mempunyai komitmen 

yang lebih besar dari pada sebelumnya untuk 

meratifikasi berbagai instrumen HAM 

internasional, hal mana dapat dilihat dengan 

diterbitkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia/RANHAM Tahun 1998 yang 

memprioritaskan pentahapan  ratifikasi 8 

(delapan) instrumen selama lima tahun, dari 

tahun 1998 s/d tahun 2003 selanjutnya pada 

tahun 2005 Indonesia juga meratifikasi 2 (dua) 

instrumen HAM yang kini menjadi Undang-

undang Nomor.11 Tahun 2005 tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-

undang Nomor.12 Tahun 2005 tentang Hak-hak 

Sipil dan Politik. 5 

Dari ini semua dapat diperoleh suatu 

kesimpulan bahwa situasi di negara kita 

sekarang sudah mulai cukup kondusif untuk 

menerima dan meratifikasi instrumen-

instrumen HAM internasional yang terkait, 

dengan Pancasila dan UUD kita sebagai sarana 

penyaringan sehingga tidak menolak adanya 

                                                           
4
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5
Peter Baehr, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak 

Asasi Manusia, Yayasan Obor, Jakarta 2006, hlm. 6 

 

kemungkinan bahwa dalam kurun waktu satu 

dekade mendatang sehubungan dengan 

penegakan HAM kita sudah bisa sejajar dengan 

negara-negara lain yang kini sudah meratifikasi 

17 instrumen pokok atau lebih. 

Kemudian menindaklanjuti Undang-undang 

Nomor.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia pasal 104 untuk mengadili 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 

dikeluarkankah sebuah peraturan perundang-

undangan mengenai Pengadilan HAM, kini 

dikenal sebagai undang-undang Nomor.26 

Tahun 2000, yang mengindikasi pula bahwa 

Pemerintah kita telah bertambah mantap 

dalam kebijaksanaan tindakannya untuk 

memajukan dan melindungi HAM. 

Dengan latar belakang masalah yang ada, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai penelitian ini dan mengangkat judul 

skripsi, yakni : Praktik Ratifikasi Terhadap 

Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi 

Manusia. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Proses  Ratifikasi 

perjanjian Internasional ? 

2. Bagaimanakah Praktik Ratifikasi 

Kovenan HAM Internasional di 

Indonesia ? 

 

C. Metode Penelitian 

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang 

kajian ini, metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika tertentu, yang bertujuan 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu, dengan menganalisisnya. 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini 

dikategorikan jenis penelitian deskriptif-

yurisdis-normatif (descriptive-yuridis-normatif 

research). 

b. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber 

data tersebut, penelitian ini lazim disebut 

penelitian kepustakaan (library research). 
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c. Metode dan Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data sekunder ini guna 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

A. Proses  Ratifikasi Perjanjian Internasional 

Pembuatan atau penyelesaian traktat dapat 

dilakukan dengan hampir semua cara apapun 

yang diinginkan para anggotanya. Tidak ada 

kesepakatan mengenai format ataupun 

prosedur tertentu. Perumusan siapa yang 

benar-benar menandatanganinya ditentukan 

oleh niat dan kesepakatan dari Negara-negara 

yang bersangkutan. Traktat dapat disusun di 

antara Negara-negara, di antara pemerintah-

pemerintah, kepala Negara-kepala Negara, atau 

diantara departemen-departemen 

pemerintahan mana pun yang kelihatannya 

paling sesuai. 6 

Contoh, banyak traktat terpenting 

diselesaikan di antara kepala negara-kepala 

negara, dan banyak dari kesepakatan yang lebih 

biasa dinyatakan di antara departemen-

departemen pemerintahan misalnya, 

kesepakatan dagang kecil-kecilan. Namun, 

dalam pembuatan konvensi internasional 

berlaku pada beberapa aturan-aturan menurut 

hukum internasional, negara memiliki kapasitas 

untuk membuat kesepakatan. Ketentuan ini 

memberikan jaminan rasa aman bagi para 

anggota traktat bahwa mereka membuat 

perjanjian dengan pesona yang memang 

berkompeten untuk itu. Namun, ada orang-

orang tertentu yang dikarenakan kedudukan 

dan tugasnya tidak diharuskan menghasilkan 

kewenangan penuh.  

Pengecualian ini mengacu kepada para 

kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 

para menteri luar negeri untuk melaksanakan 

segenap perbuatan yang menyangkut 

penyelesaian traktat; kepala misi diplomatic 

untuk menyetujui teks traktat tersebut antara 

negara dengan negara yang menjadi tujuan misi 

mereka; serta para utusan yang diberi 

wewenang sebagai wakil negara pada 

                                                           
6
 Disusun oleh tim dibawah Pimpinan Sunaryati Hartono, 

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian 

Internasional Dibidang HAM dan Urgensinya Bagi 

Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta 

2001, hlm. 33 

konferensi internsional atau organisasi 

internasional untuk menyetujui teks traktat di 

konferensi atau lembaga tersebut. 

Setiap tindakan pembuatan traktat yang 

dilakukan oleh orang yang tidak diberi 

wewenang sesuai yang disyaratkan, tidak akan 

memiliki akibat hukum, kecuali bila negara yang 

terlibat kemudian membenarkan tindakan 

tersebut.  Contoh situasi seperti ini terjadi pada 

1951 dalam konvensi yang berhubungan 

dengan penamaan keju. Konvensi tersebut 

ditandatangani oleh seorang utusan yang 

mewakili baik Swedia maupun Norwegia, tetapi 

rupanya wewenang yang dimilikinya hanya dari 

Norwegia. Meski demikian, kesepakatan itu 

kemudian diratifikasi oleh kedua belah pihak 

dan mulai berlaku.7 

Disini penulis ingin membahas lagi lebih 

mendalam mengenai proses ratifikasi 

perjanjian internasional. 

 

1. Persetujuan 

Persetujuan (Agreement) adalah 

nomenclatur yang sangat popular yang 

digunakan dalam praktik pembuatan perjanjian 

di Indonesia. Karena persetujuan setelah 

disusun dan disetujui oleh para utusan yang 

berwenang, diperlukan sejumlah tahap 

sebelum sebuah traktat dapat menjadi 

kewajiban hukum yang mengikat atas anggota 

pihak yang terlibat. 8 

Teks kesepakatan yang telah disiapkan oleh 

para juru runding dari para anggota harus 

disetujui dan Pasal 9 Konvensi Wina 1969 

menetapkan bahwa penyetujuannya di dalam 

konferensi-konferensi internasional harus 

terjadi dengan dia pertiga suara dari negara-

negara yang hadir dan memberikan suara, 

kecuali bila dengan mayoritas yang sama 

diputuskan untuk menggunakan aturan yang 

berbeda. Prosedur ini pada dasarnya mengikuti 

praktik-praktik yang diakui dalam Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dan 

diterapkan dalam mayoritas konferensi 

kontemporer. Kini semakin banyak konvensi 

yang disetujui dan boleh ditandatangani 

melalui resolusi Majelis Umum PBB, misalnya 
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Covenant Internasional Hak-hak Asasi Manusia 

1966 dan Konvensi Menolak Penyiksaan 1984 

yang menggunakan prosedur normal 

pemungutan suara Majelis Umum. Hal 

signifikan lainnya ialah tendensi konferensi 

dewasa ini untuk bekerja melalui consensus 

sehingga pemungutan suara (voting) baru 

dilakukan setelah segeneap upaya untuk 

mencapai mufakat telah ditempuh. Diluar 

konferensi internasional, penyetujuan traktat 

harus berdasarkan persetujuan semua negara 

yang terlibat dalam penyusunan teks 

kesepakatan.9 

 

2. Persetujuan melalui penandatanganan 

Sebuah negara dapat menghadapi dirinya 

telah memberikan persetujuan terhadap teks 

traktat melalui penandatangan dalam keadaan-

keadaan tertentu yang disebutkan Pasal 12 

Konvensi Wina 1969 1 (a),(b),(c) , yaitu, bila 

traktat menetapkan bahwa penandatanganan 

akan menghasilkan akibat tersebut, atau 

apabila ditetapkan lain bahwa negara-negara 

yang bernegoisasi telah sepakat bahwa 

penandatanganan akan membawa akibat itu,  

atau bila niat negara untuk memberikan akibat 

itu kepada penandatanganan tampaknya timbul 

dari wewenang pebuh wakilnya atau 

dinyatakan saat negoisasi-negoisasi 

berlangsung.10 

 

3. Persetujuan melalui pertukaran dokumen 

Pasal 13 Konvensi Wina 1969 menetapkan 

bahwa persetujuan negara-negara untuk diikat 

dan traktat yang berupa pertukaran dokumen 

di antara negara-negara itu dapat dinyatakan 

dengan bertukar dokumen apabila dokumen-

dokumen tersebut menerangkan bahwa 

pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan 

berpengaruh demikian atau ditetapkan lainnya 

bahwa negara-negara itu telah sepakat bahwa 

pertukaran dokumen-dokumen tersebut akan 

memiliki pengaruh demikian.11 

 

4. Persetujuan melalui ratifikasi 

                                                           
9
 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, 

Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 21 
10

 Malcolm N. Shaw Qc, Hukum Internasional (yang 

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia) edisi keenam, Nusa 

Media, Bandung, 2013, hlm. 910 
11

 Huala Adolf, op.cit 

Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menjelaskan 

bahwa ketika suatu negara setuju untuk diikat 

oleh suatu perjanjian dapat di nyatakan melalui 

ratifikasi jika : Perjanjian itu menentukan bagi 

persetujuan demikian dinyatakan dengan cara 

ratifikasi; dengan cara lain ternyata bahwa 

negara-negara yang berunding itu setuju bahwa 

wakil ratifikasi diperlukan. Dalam beberapa 

keadaan, penandatanganan traktat dapat 

�]vÇ���l�v� �µv�µl� l������ ^��v��]u��v�

(acceptance�� ^���µ_�������µiµ�v���vP�v� ���u]�

(approval�_X� ^�����]� �]���µ�l�v� ����� ����o� íí�

Konvensi Wina 1969 dan pasal 14 ayat 2, istilah-

istilah tersebut mirip sekali dengan ratifikasi 

dan juga berlaku ketentuan-ketentuan yang 

mirip. Variasi dalam terminologi seperti itu 

tidak penting dan hanya menunjukkan bentuk 

ratifikasi yang lebih sederhana. 

 

5. Persetujuan melalui aksesi (accession) 

Pasal 15 Konvensi Wina 1969 menyebutkan 

bahwa persetujuan melalui accession dapat 

terjadi bila traktat menetapkan demikian, atau 

negara-negara negosiator sepakat atau 

kemudian sepakat bahwa persetujuan melalui 

accession boleh terjadi dalam hal negara yang 

bersangkutan. Traktat multilateral yang penting 

sering mengumumkan bahwa negara-negara, 

atau situasi tertentu, entitas khusus lainnya, 

boleh menyetujui traktat itu di kemudian hari, 

maksudnya setelah lewat tanggal tertentu yang 

masing memungkinkan untuk menunjukkan 

penerimaan melalui penandatanganan. Metode 

ini biasa digunakan ketika sebuah negara 

menjadi anggota suatu traktat yang tidak 

pernah ditandatanganinya sebab traktat itu 

menetapkan bahwa penandatanganan terbatas 

pada beberapa negara saja, dan negara itu 

tidak termasuk beberapa negara tersebut, atau 

karena tenggat penandatanganan sudah 

lewat.12 

 

6. Syarat pembatas pada traktat 

Syarat pembatas (reservation) didefinisikan 

dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 sebagai 

berikut: Pernyataan sepihak, bagaimanapun 

                                                           
12

 Huala Adolf, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang 

Kontrak Internasional, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 

65 
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diungkapkan atau dinamakan, yang dibuat oleh 

suatu negara ketika menandatangani, 

mengesahkan, menerima, menyetujui, atau ikut 

serta pada suatu perjanjian, dengan nama ia 

mengakui meniadakan atau mengubah akibat 

hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu 

suatu perjanjian dalam penerapannya terhadap 

negara tersebut. 

7. Pemberlakuan Traktat 

Pada dasarnya negara-negara yang 

bernegosiasilah yang menentukan kapan mulai 

berlakunya traktat dan bagaimana 

pemberlakuannya, tetapi bila tidak ada 

ketentuan atau kesepakatan mengenai hal itu, 

sebuah traktat mulai berlaku segera setelah 

persetujuan untuk diikat olehnya ditegaskan 

oleh semua negara yang bernegoisasi. 

Kebanyakan traktat pasti menyebutkan secara 

khusus pada tanggal berapa traktat itu akan 

mulai berlaku setelah masa tertentu sesudah 

ratifikasi terakhir. 13 

 

8. Penerapan Traktat 

Pasal 29 menetapkan bahwa sebuah traktat 

akan mengikat atas tiap-tiap anggota dalam hal 

seluruh teritorinya. Aturan umumnya memang 

berbunyi dekimian, tetapi sebuah negara tetap 

saja menetapkan bahwa suatu kesepakatan 

internasional hanya akan berlaku atas sebagian 

teritorinya.14 

 

B. Praktik Ratifikasi Kovenan HAM 

Internasional di Indonesia 

Pihak Indonesia diartikan pengesahan itu 

cukup dengan Keppres sehingga Surat Presiden 

yang dianggap sebagai sumber atau 

pedomannya dianggap sesuai dengan Undang-

undang Dasar  1945. Juga tengang persetujuan 

kerja sama di bidang pengadilan antara 

Indonesia dan Thailand, yang ditandatangani 

tanggal 8 Maret 1978. Persetujuan itu 

kemudian disahkan dengan Keppres Nomor 6 

Tahun 1978 pada tanggal 22 April 1978. 

                                                           
13

 Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian 

Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika 

Aditama, Bandung, 2010, hlm. 59 
14

 Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, 

Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), PT 

Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78 

Jadi apabila kita meninjau dalam praktek 

yang berjalan dewasa ini terdapat bentuk-

bentuk pengesahan traktat sebagai berikut:15 

1) Kerja sama DPR dan Presiden yang 

menghasilkan undang-undang, misalnya 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 

tentang Perjanjian Ekstradisi antara 

Indonesia dan Malaysia. Juga Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang 

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia 

dan Thailand. 

2) Penyampaian naskah berikut keputusan 

Presiden kepada DPR sekedar untuk 

diketahui saja, atau pengesahan 

berbentuk Keppres, misalnya Keppres 

No. 1 Tahun 1977 dan Keppres No. 6 

Tahun 1978 tersebut di atas. Selain itu 

terdapat pula bentuk; 

3) Keterangan Pemerintah di hadapan 

Rapat Gabungan Komisi DPR. Misalnya 

Surat Keterangan Pemerintah yang 

disampaikan oleh Menteri Negara 

Ekuin/Ketua Bappenas dihadapan rapat 

Gabungan Komisi I, VII dan X DPR RI 

Tanggal 10 Februari 1975 perihal 

Persetujuan Kerjasama Ekonomi antara 

Indonesia dan Pemerintah Laos, yang 

ditandatangani tanggal 31 Januari 1975. 

4) Menteri Luar Negeri langsung 

menyampaikan kepada DPR secara 

informal. Misalnya Direktur Jendral 

Politik atas nama Menteri Luar Negeri 

telah menyampaikan surat yang 

ditandatangani oleh Pjs Direktur 

Perjanjian Internasional dengan Surat 

Nomor 20/45/1976/29 antara DPR; 

sebuah agreement tertanggal 28 Januari 

1976 antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Canada. 

Agreement itu berisi bantuan keuangan 

Pemerintah Canada sebesar US $ 

25.000.000 

Dalam kesepakatan ini penulis tidak 

bermaksud untuk membahas bentuk-bentuk 

pengesahan perjanjian atau persetujuan 

terakhir (No.3 dan 4), tetap ingin membahas 

bentuk Keppres, karena sebagian besar praktik 

pengesahan perjanjian atau bentuk persetujuan 
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internasional oleh Pemerintah diberi bentuk 

Keppres. 

a. Ratifikasi Perjanjian Multilateral 

dengan Bentuk Keppres 

Seperti juga dalam perjanjian bilateral, maka 

dalam perjanjian multilateral pun dicantumkan 

dalam pasal terakhir suatu ketentuan yang 

menyatakan bahwa perjanjian tersebut perlu 

diratifikasi dan berlaku sejak penukaran 

dokumen ratifikasi. 

Pada umumnya setelah wakil-wakil berkuasa 

penuh menandatangani suatu perjanjian, 

meraka segara melaporkan hasil-hasilnya 

kepada Menteri Luar Negeri. Dan Deparlu 

(dalam hal ini Menlu) akan memberikan 

tanggapan-tanggapan dan pertimbangan-

pertimbangan, dengan konsultasi dengan 

departemen-departemen yang berhubungan 

dengan materi perjanjian itu, berdasarkan Surat 

Presiden Nomor 2826/HK/60. Apabila 

persetujuan DPR harus lebih dulu sebelum 

disahkan Presiden, maka haruslah perjanjian itu 

dimintakan persetujuan DPR. Dan sebaliknya 

jika menurut pertimbangan tadi perjanjian itu 

tidak memerlukan persetujuan DPR maka 

ratifikasi terhadap perjanjianitu dengan 

<������X�^���P�]��}v�}Z�u]��ovÇ��^Protocol for 

the Protection of Cultural Property_U� ��v�

ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di 

Den Haag tanggal 24 Desember 1945. Protocol 

ini baru diratifikasi  oleh Republik Indonesia 

pada tanggal 24 Desember 1966, , setelah 12 

tahun terbengkalai. Pengesahan protocol 

tersebut dengan Keppres Nomor 234/tahun 

1966. Jadi protocol itu diratifikasi tanpa 

persetujuan DPR. 

Hal ini mungkin didasarkan pada system 

Pemerintahan Negara IV bahwa Presiden 

adalah penyelenggara pemerintah negara 

tertinggi di bawah Majelis.16 

 

b. Prosedur Pembuatan Keputusan 

Presiden (Keppres) 

Berdasarkan Surat Presiden No. 2826/HK/60 

serta peninjauan singkat tentang sejarah dari 

perjanjian itu sendiri, maka Menlu dapat 

memberikan pertimbangan-pertimbangan 

bahwa perjanjian tersebut perlu mendapat 

persetujuan DPR sebelum disahkan oleh 

                                                           
16

 Penjelasan Undang-undang 1945 

Presiden. Dengan surat terlampir Menlu 

mengajukan pertimbangan-pertimbangan ini 

kepada Presiden agar bersedia mengesahkan 

perjanjian itu, dalam hal ini menyetujui 

pertimbangan-pertimbangan Menteri Luar 

Negeri.17 

Pertimbangan-pertimbangan tesebut mula-

mula diawali dengan pembicaraan bidng 

persetujuan yang diadakan. Misalnya akan 

diadakan persetujuan perdagangan (trade 

agreement) antara Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Asing. Maka dalam hal ini 

Departemen Kehakiman (menyangkut bidang 

valuta asing) mengadakan pembicaraan 

mengenai isi perjanjian tersebut. Kalua 

menurut pertimbangan-pertimbangan itu trade 

agreement tidak perlu dimintakan persetujuan 

DPR, maka Menteri Luar Negeri segera 

mengirimkan trade agreement serta 

pertimbangan-pertimbangannya tadi kepada 

Presiden agar supaya menyetujui dan 

mengesahkan trade agreement tersebut. Jika 

demikian maka pengesahan persetujuan itu 

cukuplah dengan Keppres sambil Presiden 

menyetujui pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas. 

Dalam hal Presiden menyetujui 

pertimbangan Menteri Luar Negerimaka Bagian 

Perundang-undangan Sekretaris Negara akan 

merumuskan Keppres tentang Pengesahan 

Trade Agreement itu, yang selanjutnya 

diserahkan kepada Presiden untuk 

ditandatangani atau disahkan. Demikianlah 

Keppres tentang suatu trade agreement 

mengikat Negara Republik Indonesia tanpa 

persetujuan DPR, tetapi DPR cukup diberi tahu 

tentang telah disahkannya agreement itu. 

Dalam contoh Keppres dapat kita lihat 

�]��o�u� �]��µu� ^D�vP]vP��_� �]��v�µul�vvÇ��

����o� íí� hh�� íõðñ� Ç�vP� ����µvÇ]W� ^W���]��v�

dengan persetujuan DPR membuat perjanjian 

��vP�v�v�P���� o�]v_X�D�l�� �]u�µo������vÇ��vW�

mengapa konsepsi tersebut di atas disahkan 

oleh Presiden sendiri tanpa membicarakannya 

dengan persetujuan DPR, yaitu cukup dengan 

Keppres? Padahal, kalau kita tinjau dan 

bandingkan, antara maksud ketentuan pasal 11 

Undang-undang Dasar 1945 dengan bentuk 

Keppres itu sendiri tidak sesuai lagi, Menurut 
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penulis maka pencantuman pasal 11 Undang-

undang Dasar 1945 tersebut jika hanya 

��u]l]�v� Z�vÇ�� u��µ��l�v� ^l��}l_� µv�µl�

menutupi bahwa prosedur pengesahan yang 

dilakukan itu telah sesuai dengan Konstitusi 

Negara kita. Sedangkan dengan pencantuman 

Surat Presiden pada dictum itu sejak tahun 

1960 hingga dewasa ini, kiranya Presiden telah 

berani menyatakan seolah-olah Surat Presiden 

tersebut telah mempunyai kekuatan hokum 

sebagai Undang-undang Pelaksana pasal 11 

UUD 1945. Menurut penilis ini tidak benar, 

sebab sulit diterima satu surat dijadikan dasar 

atau ketentuan hukum. 

Tata cara proses ratifikasi perjanjian 

internasional, dalam hal ini Prof. Soenario, S.H., 

bekas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 

yang sekarang menjadi pengurus Lembaga 

Kesadaran Berkonstitusi, ketika menghadap 

Ketua DPR bersama-sama pengurus yang lain 

menyatakan bahwa sejak tahun 1966 

Pemerintah telah bertekad melaksanakan 

Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan 

konsekuen, tetapi masih ada pasal-pasal yang 

masih harus menjadi perhatian DPR.  

Jadi Keputusan Presiden (Keppres) 

merupakan satu bentuk peraturan perundang-

undangan sebagai wadah perjanjian-perjanjian 

yang mengandung materi yang lain yang 

lazimnya berbentuk agreement, seperti disebut 

dalam Surat Presiden No.2826/HK/60. Dan 

bentuk Keppres sebenarnya tidak dikenal dalam 

UUD 1945, melainkan dikenal dalam Surat 

Presiden. 

Menurut Marty Natalegawa (Menteri Luar 

Negeri Republik Indonesia) bahwa sepanjang 

tahun 2011, Pemerintah Indonesia sepakati 

perjanjian internasional sebanyak 146 

perjanjian, yang dikemukakan dalam pidatonya 

pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu 

(PPTM) tahun 2012 bertajuk 'Refleksi 2011 

W�}Ç�l�]� îìíî[X� ��o]�µ� u�u����l�vU� ���]� íðò�

perjanjian Internasional tersebut, 131 

perjanjian diantaranya merupakan perjanjian 

bilateral. Kemudian, Marty menjelaskan, 

sebanyak 26 perjanjian internasional sudah 

diratifikasi. 18Jadi, masih ada 120 perjanjian 

                                                           
18

Nicolas Timothy, 2011 Indoeniesia Sepakati 146 

Perjanjian Internasional, 

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/04/2011-

internasional yang dibuat sepanjang tahun 

2011 yang belum diratifikasi. Indonesia dinilai 

masih belum sepenuhnya serius dan cepat 

tanggap dalam meratifikasi perjanjian 

internasional. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya perjanjian internasional di berbagai 

bidang yang belum diratifikasi, diantaranya 

perjanjian tentang batas-batas perairan 

Indonesia dengan Malaysia dan Australia, 

Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat, 

ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT 

(Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan 

Terorisme), Konvensi Perlindungan Hak-Hak 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 

Protokol Opsional Konvensi Penghapusan 

Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol 

Konvensi Anti Penyiksaan, dan Statuta Roma 

yang sudah dimasukkan ke dalam RANHAM 

2004-2009 tapi gagal dilakukan dan kini 

dimasukan lagi dalam RANHAM 2011-2014 

yang sampai sekarang belum terwujud 

peratifikasiannya. Betapa sangat lambatnya 

proses ratifikasi perjanjian internasional di 

Indonesia hingga memakan waktu yang relatif 

lama dan bahkan tak kunjung diratifikasi 

juga.Hingga saat ini menurut Kementrian Luar 

Negeri kurang lebih 250 konvensi multilateral 

yang perlu mendapatkan perhatian 

Pemerintah/Departemen Teknis yang 

bersangkutan, yang meliputi berbagai bidang 

untuk diratifikasi dan pembuatan RUU 

nasionalnya, misalnya Konvensi- Konvensi 

tentang Hak Asasi Manusia. Dari 25 konvensi 

tentang Human Rights, baru dalam 6 konvensi 

Indonesia telah menjadi pihak. Begitu juga 

Konvensi Den Haag yang mengatur tentang 

hukum perdata internasional, yang jumlahnya 

cukup banyak, belum satupun yang disahkan 

Indonesia. Demikian pula halnya dengan 

Konvensi-Konvensi ILO yang berjumlah kurang 

lebih 169 Konvensi.  Memang benar bahwa 

Indonesia termasuk negara yang agak lambat 

dalam meratifikasi atau implementasi konvensi- 

konvensi internasional. Dari 25 konvensi 

penting tentang HAM, Indonesia baru 

meratifikasi sebanyak 6. Sebagai perbandingan 

Australia telah meratifikasi 19 konvensi, India 

                                                                                       
indonesia-sepakati-146-perjanjian-internasional di akses 

pada 29 Maret 2017 
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15, Amerika Serikat dan Iran 10, Bangladesh 9 

serta Malaysia 6.19 

  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional 

harus melalui tahap persetujuan oleh 

para utusan yang berwenang, 

persetujuan melalui penandatanganan 

terhadap teks traktat, persetujuan 

melalui pertukaran dokumen diantara 

Negara-negara untuk diikat, sampai ke 

persetujuan melalui ratifikasi, adapun 

persetujuan dengan aksesi bila traktat 

menetapkan demikian, syarat pembatas 

pada traktat, selanjutnya barulah 

pemberlakuan suatu traktat, dan 

diterapkan traktat tersebut. 

2. Ratifikasi perjanjian internasional di 

Indonesia berdasarkan Pasal 11 Undang- 

Undang Dasar 1945, Surat Persiden RI 

Nomor : 2826/HK/1960 dan UU Nomor 

24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, yakni 

pengesahan/ratifikasi dalam bentuk 

undang-undang dan keputusan presiden. 

Mekanisme ratifikasi perjanjian 

internasional tersebut tidak tertera 

secara baku, dan tegas dalam UU No. 24 

Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional. Bahwa praktik mengenai 

ratifikasi negara kitapun agak tidak 

menentu dan lambat. Lambatnya kerja 

ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah 

undang- undang ratifikasi yang dihasilkan 

oleh pemerintah dan DPR setiap 

tahunnya yang paling banyak hanya 

mencapai 7 (tujuh) ratifikasi saja. Masih 

banyak pula perjanjian internasional di 

berbagai bidang yang belum diratifikasi 

oleh Indonesia. Dalam memajukan, 

melindungi dan memantau pelaksanaan 

Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan 

International Bills of Human Rights 

Indonesia meratifikasi 2 (dua) kovenan 

HAM internasional yaitu : Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (International 
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 Boer Moana, Hukum Internasional Pengertian, Peranan 

dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT.  Alumni, 

Bandung, 2005, hlm.83 

Covenant on Economic, Social, and 

Cultural Rights) yang diratifikasi menjadi 

Undang-undang Nomor.11 Tahun 2005, 

Konvenan Internasional tentang Hak-hak 

Sipil dan Politik (International Covenant 

on Civil and Political Rights) 1966 yang 

diratifikasi Indonesia dan menjadi 

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2005. 

 

B. Saran  

1. Perlu adanya upaya publikasi yang lebih, 

agar setiap perjanjian internasional yang 

telah diratifikasi lebih banyak diketahui 

oleh hakim-hakim pengadilan, dan 

kepada masyarakat sendiri.  

2. Perlu dibuatnya undang-undang baru 

yang ketentuan praktik ratifikasinya lebih 

jelas, cepat dan tegas. Selain itu, perlu 

dibuat suatu lembaga yang 

mengingatkan ratifikasi, dan tenaga ahli 

yang cukup untuk mengkaji berbagai 

perjanjian internasional yang dibuat yang 

memastikan setiap perjanjian 

internasional yang diratifikasi dapat 

terlaksana penerapannya  
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